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Skripsi ini berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Situs 
Mangascan Illegal di Era Digital Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 28 
Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". Manga merupakan komik yang berasal dari 
Jepang yang tidak hanya menampilkan tulisan, namun juga menampilkan visual 
berupa gambar dari para tokoh dan latar cerita. Manga membutuhkan waktu untuk 
diterbitkan kembali oleh para penerbit yang telah memiliki lisensi untuk 
menerbitkan manga tersebut di Indonesia. Para penggemar menjadi tidak sabar 
dan membuat suatu situs mangascan dimana mereka memindai, menerjemahkan, 
mengedit serta menyebarluaskannya di situs mangascan yang telah mereka buat 
agar dapat dibaca oleh para penggemar lainnya. Hal tersebut tentunya hanya 
menguntungkan bagi pemilik situs mangascan yang telah memasang Display 
Advertisement di situs mangascan tersebut. Permasalaban yang dibahas dalam 
skripsi ini adalah 1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terbadap pemilik 
situs mangascan illegal ditinjau dari Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 
Tentang Hak Cipta dan 2. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh penerbit PT. Elex 
Media Komputindo selaku permegang lisensi terhadap pemilik situs mangascan 
illegal ditinjau dari Undang � Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui 
pendekatan perundang - undangan dan pendekatan kasus. Pengambilan data 
primer, sekunder, dan tersier berupa undang - undang, buku - buku, situs, dan 
dokumen lainnya dikumpulkan melalui teknik studi pustaka kemudian dianalisa 
menggunakan metode analisis kualitatif dan diolah menjadi data hukum. Adapun 
hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1. Pertanggungjawaban pidana terhadap 
pemilik situs mangascan illegal dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam 
Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan 2. Upaya 
hukum berupa gugatan pidana dan upaya non-hukum berupa pemblokiran situs 
mangascan llegal �apat dilakulkan terhadap pemilik situs mangascan illegal. 

ABSTRAK 

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Mangascan, Scanlation, Illegal, 
Hak Cipta 

Pembimbing Utama, 

Vera Novianti, S.H., M.Hum. 
NIP. 197711032008012010 

Menyetujui : 
Pembimbing Pembantu, 

H. Ahmaturrahman, S.H, M.H. 
NIP. 196405031989031002 

Mengetahui : 
Ketua Bagian Hukum Pidana, 

xi 

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. 
NIP. 196802211995121001 



  

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hiburan merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia. 

Bentuk hiburan yang dapat dinikmati ada bermacam – macam, mulai dari musik, 

olahraga, hingga bacaan ringan seperti novel dan cerpen. Salah satu jenis hiburan 

yang cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia adalah manga atau komik 

Jepang. 

Manga secara harfiah artinya adalah lukisan bebas atau lukisan yang 

digambar semaunya tanpa tujuan.1 Manga merupakan komik atau novel grafik 

yang berasal dari Jepang yang memiliki cerita dan didukung dengan media visual 

dari para karakter dan latar yang telah disesuaikan. Manga merupakan salah satu 

jenis buku yang cukup populer di kalangan masyarakat karena manga tidak hanya 

menampilkan tulisan, namun juga menampilkan visual berupa gambar dari para 

tokoh dan latar cerita yang telah disesuaikan. 

Memasuki era digital ini, manga semakin populer di kalangan masyarakat 

karena semakin mudahnya jalan unuk mengakses manga yang ingin dibaca. 

Sekarang, masyarakat tidak harus berjalan ke toko buku untuk dapat mengakses 

manga. Mereka hanya perlu membuka website dan aplikasi tertentu untuk 

membaca manga yang diinginkannya. Seiring dengan bertambahnya popularitas

                                                   
1 Universitas Al Azhar Indonesia, “Sejarah Manga (Komik Jepang) Sepintas Lalu” 

https://beasiswa.uai.ac.id/sejarah-manga-komik-jepang-sepintas-lalu/ diakses pada tangggal 29  

April 2022 pukul 10.20 WIB 
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manga, para penggemar dari seluruh penjuru dunia tentunya sangat menantikan 

kelanjutan dari series manga tertentu. Semakin populer suatu manga, maka akan 

semakin banyak pula penggemar yang menantikannya. 

Manga yang pada dasarnya merupakan komik yang berasal dari Jepang, 

tentunya membutuhkan waktu untuk diterbitkan kembali oleh para penerbit yang 

telah memiliki lisensi untuk menerbitkan manga tersebut di Indonesia. Hal 

tersebut membuat para penggemar menjadi tidak sabar dan membentuk suatu 

komunitas Scanlation (Scan Translation) dimana mereka memindai, 

menerjemahkan, serta mengedit manga tersebut dan disebarluaskan agar dapat 

dibaca oleh para penggemar lainnya. Manga yang telah melalui proses scanlation 

disebut juga dengan mangascan. Adanya mangascan tentunya sangat merugikan 

bagi para pihak yang terlibat dalam proses pembuatan hingga publikasi manga 

tersebut. 

Manga merupakan sebuah ciptaan. Ciptaan sebagaimana menurut Pasal 1 

Ayat (3) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan 

tiap – tiap produk karya cipta yang dimanifestasikan dalam nyata di bidang seni, 

sastra, dan ilmu pengetahuan yang diwujudkan atas kecekatan, pikiran, 

kemampuan, inspirasi, keterampilan, imajinasi, atau keahlian.2 

Setiap ciptaan memiliki subjek – subjek yang merupakan pemegang hak 

cipta dari ciptaan tersebut. Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta atas 

                                                   
2 Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 

Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599. 
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karyanya yang berasal dari kreativitas kecerdasannya (human intellect).3 Tidak 

semua orang memiliki kemampuan mempekerjakan otaknya dengan intelektual 

yang dimilikinya secara maksimal untuk berkarya, tidak semua orang dapat 

menghasilkan “intelectual property rights”. Itu sebabnya hak atas kekayaan 

intelektual bersifat eksklusif dan mendapat perlindungan hukum.4 Berkenaan 

kewenangan cipta itu sendiri menurut Pasal 1 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 

28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdiri dari Pencipta yang merupakan pihak 

yang memiliki Hak Cipta, pihak yang memperoleh hak tersebut secara resmi dari 

Pencipta, atau pihak lain yang memperoleh lebih jauh hak dari pihak yang 

memperoleh hak tersebut secara resmi.5 

Pihak – pihak selain pemegang hak cipta yang hendak memanfaatkan hak 

ekonomi atas suatu ciptaan  memerlukan lisensi agar dapat menggunakan hak 

ekonomi tersebut. Menurut Pasal 1 Ayat (20) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 

2014 Tentang Hak Cipta: 

“Lisensi merupakan perizinan yang tercatat dan diserahkan oleh Pemegang 

Hak Cipta ataupun Pemilik Hak Terkait terhadap pihak lain agar dapat 

melakukan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan 

ketentuan tertentu.”6 

 

                                                   
3 Ni Ketut Supasti Dharmawan, Et.al, 2018, Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual 

Indonesia, Bali: Swasta Nulus, hlm. 21. 
4 Ibid, hlm.12. 
5 Pasal 1 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 

Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599. 
6 Pasal 1 Ayat (20) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 

Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599. 
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Dengan kata lain, siapapun yang tidak memiliki memiliki lisensi terhadap 

suatu ciptaan maka ia tidak memiliki hak ekonomi atas ciptaan tersebut sehingga 

siapapun yang mendapatkan keuntungan dari suatu karya namun ia tidak memiliki 

lisensi untuk melaksanakan hak ekonomi tersebut maka ia telah melanggar hak 

cipta dari para pemegang hak cipta tersebut. 

Dalam hal ini, para pemilik situs mangascan illegal tersebut akan 

mendapatkan keuntungan dari manga yang mereka sebarkan di situs mereka baik 

lewat display advertisement atau iklan yang dipasangkan dalam situs mereka 

maupun donasi dari para penggemar manga yang dipublikasikan di situs tersebut. 

Sebuah situs dengan tingkat kunjungan yang tinggi sesungguhnya memiliki 

wahana potensial yang dapat mendatangkan income yang cukup besar.7 Berikut 

merupakan contoh dari display advertisement dan permintaan sumbangan atau 

donasi yang terdapat pada salah satu situs baca manga illegal yaitu Mangaku : 

Gambar 1.1 Display Advertisement pada Homepage situs Mangaku (Sumber: Dokumentasi 

Penulis) 

 

                                                   
7 Budi Maryanto, “Mengelola Iklan Untuk Situs Web / Blog Menggunakan AdSense”, 

Jurnal Media Informatika Vol. 15 No. 2 (Juli 2016), Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan 

Komputer LIKMI, Bandung, hlm. 30. 
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Gambar 1.2 Display Advertisement pada salah satu manga yang ada di situs Mangaku (Sumber: 

Dokumentasi Penulis) 

 

Gambar 1.3 Permintaan donasi kepada pembaca dari tim Scanlation pada salah satu manga yang 

ada di situs Mangaku (Sumber: Dokumentasi Penulis) 

 

Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan 

scanlation ini semakin marak dilakukan oleh masyarakat. Produk dari scanlation 

ini menyebar dengan sangat cepat melalui media internet. Media Internet itu 

sendiri sering kali digunakan dalam upaya pelaksanaan berbagai kegiatan 
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perdagangan baik di tingkat nasional maupun internasional.8 Hal ini disebabkan 

karena internet merupakan jaringan yang sangat luas dan besar sehingga dapat 

menjangkau seluruh penggunanya di seluruh belahan dunia. Internet dapat 

menghubungkan manusia dalam jangkauan yang sangat luas. 

Fenomena scanlation itu sendiri terjadi hampir di seluruh belahan dunia 

termasuk di Indonesia. Oleh karena semakin meluasnya jangkauan internet, 

masyarakat cenderung memilih untuk beralih kepada komik digital karena 

kemudahan akses yang ditawarkan. Selain itu, situs scanlation illegal cenderung 

lebih cepat dalam meng-update chapter terbaru dibandingkan dengan situs resmi. 

Oleh karena itu, fenomena scanlation ini semakin marak terjadi di Indonesia 

karena demand atau permintaan pembaca semakin besar. Menurut Pasal 25 

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik: 

“Karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual hang merupakan 

rangkaian dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dimana 

isinya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual dengan didasarkan 

pada ketentuan yang ada dalam Peraturan Perundang – undangan.”9 

Indonesia memiliki beberapa situs mangascan illegal, salah satunya adalah 

mangaku.in atau kerap disebut sebagai Mangaku. Mangaku memang seringkali 

menjadi situs baca manga yang disukai oleh banyak orang, khususnya untuk 

                                                   
8 Sophar Maru Hutagalung, 2012, Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam 

Pembangunan, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm.4. 
9 Pasal 25 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843. 
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membaca manga atau komik asal Jepang yang sudah diterjemahkan ke bahasa 

Indonesia. Akan tetapi, mangaku adalah situs yang illegal karena tidak memiliki 

hak untuk mengedarkan atau menayangkan manga atau komik Jepang tersebut.10 

Mangaku sendiri telah beberapa kali mengganti domain situsnya karena 

terkena dampak dari TRUST+Positif atau lebih sering dikenal dengan sebutan 

Internet Positif. Berikut merupakan gambar peralihan domain Mangaku dari 

mangaku.in menjadi mangaku.vip akibat terkena Internet Positif : 

Gambar 1.4 Pergantian domain pada situs Mangaku (Sumber: Dokumentasi Penulis) 

 

Istilah Internet Positif sendiri mulai ada ketika situs 

https://trustpositif.kominfo.go.id/ dihadirkan. Jadi, Internet Positif merupakan 

suatu kebijakan dari Kemkominfo dimana mereka bekerja sama dengan Internet 

Service Provider (ISP) atau Penyedia Layanan Internet untuk mengendalikan situs 

– situs yang ada, baik dari segi konten situs tersebut, iklan yang muncul, maupun 

                                                   
10 Justina Nur Landhiani,” Mangaku Ilegal, Ini Dia Situs Baca Manga atau Komik 

Terbaik dan Legal” https://www.trenasia.com/mangaku-ilegal-ini-dia-situs-baca-manga-atau-

komik-terbaik-dan-legal diakses pada tanggal 30 September 2022 pukul 22.02 WIB 
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hal – hal lain yang dianggap memiliki konten berbau pornografi, privasi, 

perjudian, SARA ataupun konten yang tidak sesuai dengan nilai – nilai dn aturan 

yang berlaku di Indonesia.11 

Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 

Tentang Hak Cipta: 

“Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bahwa a) Penerbitan Ciptaan; b) 

Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c) Penerjemahan Ciptaan; 

d) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e) 

Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f) Pertunjukan Ciptaan; g) 

Pengumuman Ciptaan; h) Komunikasi Ciptaan; dan i) Penyewaan Ciptaan 

merupakan hak ekonomi yang bisa dilaksanakan oleh Pencipta atau 

Pemegang Hak Cipta.”12 

Dari pasal tersebut, dapat diketahui bahwasannya penyebaran mangascan 

melalui situs mangaku yang merupakan situs scanlation illegal dimana mereka 

menggunakan manga secara komersial atau sebagai sumber keuntungan bagi 

mereka telah melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, c, e, dan f dari Undang – 

Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tersebut. Oleh karena itu, 

pelanggaran untuk huruf c dan f dapat dikenakan pidana dimana dalam hal ini 

berdasarkan Pasal 113 ayat (2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang 

Hak Cipta : 

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 

pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, 

dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling 

                                                   
11 Mutiara Auliya, “Kenalan Dengan Internet Positif Yuk!” 

https://www.domainesia.com/berita/apa-itu-internet-positif/ diakses pada tanggal 1 Oktober 2022 

pukul 12.04 WIB. 
12 Pasal 9 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 

Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599. 
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banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”13 

Sementara itu, pelanggaran dari huruf a, huruf b, dan huruf e dapat 

dikenakan pidana berdasarkan Pasal 113 ayat (3) Undang – Undang Nomor 28 

Tahun 2014 Tentang Hak Cipta : 

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 

pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) huruf a, huruf b, huruf e, 

dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling 

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”14 

Oleh karena itu, pelanggaran terhadap hak ekonomi seorang pencipta 

dalam kasus penyebaran mangascan oleh komunitas scanlation Mangaku dapat 

dikenakan pidana penjara dengan maksimum empat tahun penjara dan pidana 

denda maksimum satu miliar rupiah. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis membahasnya secara ilmiah 

untuk menuangkan permasalahan tersebut ke dalam skripsi yang berjudul 

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Situs Mangascan Illegal di 

Era Digital Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang 

Hak Cipta 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah: 

                                                   
13 Pasal 113 ayat (2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 

Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599. 
14 Pasal 113 ayat (3) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 

Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599. 
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1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik situs 

mangascan illegal ditinjau dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 

2014 Tentang Hak Cipta? 

2. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh penerbit PT. Elex Media 

Komputindo selaku pemegang lisensi terhadap pemilik situs mangascan 

illegal ditinjau dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang 

Hak Cipta? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan peneliti melakukan 

penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pertanggungjawaban 

pidana terhadap pemilik situs mangascan illegal ditinjau dari Undang – 

Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh 

penerbit PT. Elex Media Komputindo selaku pemegang lisensi terhadap 

pemilik situs mangascan illegal ditinjau dari Undang – Undang Nomor 

28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini sebagai sarana untuk memperkuat, 

membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada sekarang, oleh 
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karena itu diharapkan tugas akhir skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Skripsi ini ditulis dengan harapan dapat membagikan hasil untuk pemikiran 

baru bagi ilmu pengetahuan yaitu hukum pidana yang khusus hukum 

pelanggaran hak cipta, sehingga nantinya dapat memenuhi rasa keingintahuan 

pihak – pihak yang sedang terjerat fenomena scanlation illegal. Selain itu 

diharapkan hasil penulisan ini dapat memberikan masukan bagi peneliti lainnya 

agar dapat dijadikan bahan tambahan untuk mengembangkan penelitiannya 

mengenai topik yang sama. Selain dua uraian diatas penulis juga berharap 

hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan dibidang akademik sebagai bahan 

literatur tambahan dalam proses pembelajaran. 

2. Manfaat Praktis 

Selain manfaat teoritis, penulis juga berharap dari penulisan ini 

menghasilkan manfaat secara praktis dengan cara memberikan pemahaman 

kepada; 

a. Terhadap Penerbit 

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan mampu dan dapat dijadikan 

sebagai suatu acuan untuk mengetahui apa saja yang dapat dilakukan 

oleh penerbit disaat terjadi scanlation illegal yang dilakukan oleh 

komunitas scanlation tersebut terhadap manga yang diterbitkannya. 
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b. Terhadap Pemilik Situs Mangascan Illegal 

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan mampu dan dapat dijadikan 

sebagai suatu acuan untuk mengetahui bagaimana bentuk 

pertanggungjawaban pidana terhadap para pemilik situs mangascan 

illegal serta dampak buruk akibat tindakan tersebut. 

c. Terhadap Masyarakat 

Untuk mendapat gambaran fenomena scanlation illegal yang 

dilakukan oleh komunitas scanlation tersebut terhadap manga yang 

dibahas dalam proposal penelitian skripsi ini. 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian skripsi ini hanya membahas mengenai 

pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik situs mangascan illegal dan upaya 

yang dapat dilakukan oleh penerbit PT. Elex Media Komputindo selaku pemegang 

lisensi terhadap pemilik situs mangascan illegal ditinjau dari Undang – Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban pidana adalah menjatuhkan hukuman terhadap 

pelaku tindak pidana atas perbuatan yang melanggar suatu larangan atau 

menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya 
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menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada 

pembuatnya.15 

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah 

meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara  

subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan 

berdasarkan pada kesalahan pembuat dan tidak hanya dengan terpeuhinya semua 

unsur tindak pidana. Maka dari itu, kesalahan diposisikan sebagai  faktor  yang 

menentukan pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dianggap sebagai hanya 

unsur kebatinan dalam tindak pidana.16 Seseorang dinyatakan mempunyai 

kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban 

pidana.17 

 Maka dari itu, penulis menggunakan teori pemidanaan sebagai sarana/alat 

untuk menganalisis dan membahas mengenai pertanggungjawaban pidana 

terhadap pemilik situs mangascan illegal ditinjau dari Undang – Undang Nomor 

28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam skripsi ini. 

 

 

 

 

                                                   
15 Aryo Fadlian, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis”, Jurnal 

Hukum POSITUM Vol.5 No.2 (Desember 2020), Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa 

Karawang, Karawang, hlm. 13. 
16 Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan  Menuju Kepada Tiada 

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media: Jakarta, hlm. 4. 
17 Admaja Priyatno, 2004, Kebijakan Legislasi Tentang  Sistem Pertanggungjawaban 

Pidana Korporasi di Indonesia, CV Utomo: Bandung, hlm. 15. 
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2. Teori Pemidanaan 

Tujuan serta fungsi pemidanaan, tidak terlepas dari teori – teori tentang 

pemidanaan yang ada yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.18 

Penerapan tujuan pidana dan pemidanaan dapat dilihat dari berbagai teori – teori 

pemidanaan yang dalam perkembangannya sebagai berikut : 

a. Teori Absolut atau Pembalasan 

Menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus 

dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Pidana adalah sebagai hal 

yang tidak mengenal kompromi untuk diberikan sebgai pembalasan 

terhadap suatu kejahatan.19 

b. Teori Relatif/Teleologi 

Teori ini memandang bahwa pemidanaan bukan sebgai pembalasan atas 

kesalahan pelaku tetarpi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk 

melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi 

ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak 

melakukan kejahatan, merupakan tujuan untuk pemuasan absolut atas 

keadilan.20 

 

                                                   
18 Nunu Karsa Nugraha, “Konsep Perlindungan Hak Cipta Novel Dalam Ranah Hukum 

Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan”, Jurnal AKTUALITA Vol. 2 No. 1 

(Juni 2019), Universitas Islam Bandung, Bandung, hlm. 324. 
19 Andi Hamzah, 1993, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Pradya Pamita: 

Jakarta, hlm. 26 
20 Ibid, hlm. 27. 
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c. Teori Gabungan 

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan 

dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan 

itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat 

dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu :21 

1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi 

pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa   yang 

perlu dan cukup untuk didapatnya dipertahankannya tata tertib 

masyarakat. 

2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib 

masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak 

boleh lebih berat dari pada pebuatan yang dilakukan terpidana. 

Maka dari itu, penulis menggunakan teori pemidanaan sebagai sarana/alat 

untuk menganalisis dan membahas mengenai pertanggungjawaban pidana 

terhadap pemilik situs mangascan illegal dan upaya yang dapat dilakukan oleh 

penerbit PT. Elex Media Komputindo selaku pemegang lisensi terhadap pemilik 

situs mangascan illegal ditinjau dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 

Tentang Hak Cipta dalam skripsi ini. 

 

                                                   
21 Adami Chazawi, 2003, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak 

Pidana, Teori – Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta: PT. RajaGrafindo 

Persada, hlm. 162. 
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3. Teori Perlindungan Hukum 

 Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, lindung merupakan asal kata dari 

perlindungan yang berarti mempertahankan, mencegah, membentengi, dan 

mengayomi. Namun, pengertian perlindungan hukum dalam hukum adalah 

seluruh upaya yang dikerjakan dengan sadar oleh tiap – tiap orang maupun 

lembaga pemerintah dan swasta dengan tujuan untuk mengupayakan penguasaan, 

keamanan, dan memenuhi kesejahteraan hidup searah dengan hak asasi manusia.22 

Oleh karena itu, perlindungan hukum merupakan suatu representasi dari 

fungsi hukum, yaitu suatu konsep dimana suatu kepastian, kedamaian, keadilan, 

ketertiban, dan kemanfaatan dapat diberikan oleh hukum. Pada dasarnya 

perlindungan hukum tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Perlindungan 

hukum harus dapat diberikan oleh Indonesia kepada warga negaranya. Maka dari 

itu, perwujudan dari perlindungan hukum ini berupa pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak asasi manusia yang mana dalam perwujudannya sebagai makhluk 

individu maupun makhluk sosial yang ada dalam suatu negara kesatuan yang 

sangat memuliakan semangat kekeluargaan dalam rangka mencapai kemakmuran 

bersama.23 

 

 

                                                   
22 Margie G. Sopacua, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia)”, Jurnal SASI Vol.22 

No. 1 (Januari – Juni 2016), Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon,  hlm. 77 
23 Bernad Arif Sipahutar, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi 

Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Vol. 4 No. 1 (April 2022), Universitas Nusa Putra, hlm. 10. 
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Menurut Philips M. Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat sebagai 

tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.24 

A. Teori Preventif 

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan mencegah terjadinya 

sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati – hati 

dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi.25 Dalam upaya 

preventif ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk 

dilakukannya kejahatan. Jadi dalam upaya preventif, kesempatan tersebut 

ditutup.26 

B. Teori Represif 

Perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya 

sengketa termasuk penanganannya di lembaga hukum.27 Upaya ini 

dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang 

tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan 

menjatuhkan hukuman.28 

Maka dari itu, penulis menggunakan teori perlindungan hukum sebagai 

sarana/alat untuk menganalisis dan membahas mengenai pertanggungjawaban 

pidana terhadap pemilik situs mangascan illegal dan upaya yang dapat dilakukan 

                                                   
24 Satjipro Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 55. 
25 Ibid. 
26 Herwin, “Tinjauan Kriminnologis Penipuan Dengan Cara Hipnotis Studi di Kota 

Makassar”, Jurnal Ecosystem Vol. 18 No. 1 (Januari – April 2018), Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Bosowa, hlm. 1101. 
27 Satjipro Rahardjo, Loc. Cit. 
28 Herwin, Loc. Cit. 
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oleh penerbit PT. Elex Media Komputindo selaku pemegang lisensi terhadap 

pemilik situs mangascan illegal ditinjau dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 

2014 Tentang Hak Cipta dalam skripsi ini. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif 

merupakan penelitian hukum yang dikerjakan dengan cara mempelajari bahan 

pustaka atau data sekunder.29 Sebutan lain dari penelitian normatif adalah 

penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif berdasarkan Peter 

Mahmud Marzuki, merupakan suatu kegiatan untuk mencari tahu suatu prinsip 

– prinsip hukum, aturan hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna 

menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.30 

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Perundang – Undangan (Statute Approach) 

Pendekatan Perundang – undangan atau statute approach adalah pendekatan yang 

dilaksanakan dengan menganalisis seluruh undang – undang dan regulasi yang 

ada kaitannya dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.31 Dalam hal ini 

penulis memilih Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Hak 

Cipta, dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan 

                                                   
29 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 

Singkat, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 13. 
30 Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada, hlm. 35. 
31 Ibid, hlm. 93. 
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penelitian. 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari kasus yang dilakukan 

dengan melihat penerapan norma – norma hukum yang berlaku dalam praktik 

hukum positif. Kasus yang menjadi bahan pendekatan ialah seperti contohnya 

pada kasus scanlation illegal komik One Piece oleh salah satu situs penyedia 

mangascan yang berbahasa Indonesia, yaitu mangaku.in. 

PT. Elex Media Komputindo merupakan penerbit komik One Piece di 

Indonesia yang memiliki lisensi resmi dari Shueisha, yaitu perusahaan penerbit 

Komik One Piece di Jepang. Sebagai penerbit berlisensi resmi, PT. Elex Media 

Komputindo memiliki hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian 

lisensi. Sehingga patut diduga dengan adanya mangascan yang beredar secara 

gratis dan tanpa ijin di internet, hak cipta, khususnya hak ekonomi yang dipegang 

oleh PT. Elex Media Komputindo, menjadi terkurangi. Dengan kata lain, adanya 

mangascan mempunyai ancaman berupa hilangnya keuntungan ekonomi yang 

seharusnya bisa didapat dari hasil penjualan komik terbitan PT. Elex Media 

Komputindo. 

3. Sumber Bahan Hukum 

Bahan hukum digunakan sebagai bahan yang mendukung penelitian dan 

menjawab permasalahan penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 
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1) Bahan Hukum Primer berupa Peraturan Perundang – Undangan, yaitu : 

a) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 

b) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 

(UUHC), Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5599, 

c) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843. 

2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan – bahan yang hubungannya 

dekat dengan hukum primer dan dapat menolong saat menganalisa bahan 

hukum primer, yang meliputi buku – buku, jurnal,dan literatur. 

3) Bahan Hukum Tersier atau Bahan Hukum Penunjang terdiri dari bahan 

hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan 

hukum primer dan sekunder yang terdiri dari artikel, koran, majalah, 

maupun situs – situs internet yang berkaitan dengan materi Scanlation 

Illegal dan hal lain dalam materi Hak Cipta. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan – Bahan Hukum 

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 

studi pustaka dan juga melalui bantuan media elektronik yaitu internet, serta untuk 

memperoleh bahan dari sumber ini dilakukan dengan memadukan dan 

menafsirkan dari bahan-bahan yang telah ada. 
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5. Analisis Bahan Hukum 

Penelitian ini menerapkan metode analisis bahan hukum berupa metode 

analisis kualitatif, yaitu dimana data sekunder ke data primer didapat dengan 

melakukan uraian yang kemudian dikumpulkan ysng berkaitsn dengan 

permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan peraturan. Pengelolaan data pada 

hakikatnya merupakan kegiatan untuk melakukan analisa terhadap permasalahan 

yang akan dibahas. Analisis dilakukan dengan: 

1) Mengumpulkan bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan 

yang diteliti; 

2) Menentukan kaidah hukum yang sesuai dengan penelitian; 

3) Menjelaskan hubungan – hubungan antara berbagai konsep dan pasal 

yang ada. 

6. Penarikan Kesimpulan 

Setelah analisis data telah dilakukan, langkah selanjutnya adalah penarikan 

kesimpulan. Untuk penarikan kesimpulan ini tentunya berdasarkan dari hasil 

analisis data yang didapatkan melalui pengamatan dan pembelajaran dari berbagai 

sumber. Adapun penarikan kesimpulan ini menggunakan teknik enarikan 

kesimpulan berupa analisis deduktif dimana pengambilan kesimpulan dimulai 

dari penalaran umum ke khusus yang disertai dengan bukti yang ada. 
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